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Pihak yang Hadir: 
 
A. Pemohon: 
 

1. Irwan 
 

B. Kuasa Hukum Pemohon: 
 

1. Firmansyah 
2. Ahmad Irawan 

 
C. Pemerintah: 

 
1. Erwin Fauzi   (Kementerian Hukum dan HAM) 
2. Putut Harisatyaka  (Kementerian Keuangan) 
3. Tio Serepina Siahaan  (Kementerian Keuangan) 
4. Didik Harianto   (Kementerian Keuangan) 
5. Jaka    (Kementerian Keuangan) 
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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 5/PUU-
XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 

 
  
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. 
Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMANSYAH   
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini dari Tim 
Kuasa Hukum, saya sendiri Firmansyah, S.H., bersama Ahmad Irawan, 
dan Pemohon Prinsipal, Irwan, S.I.P., M.P. Terima kasih, Yang Mulia.   
 

3. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, dari DPR ada informasi sedianya akan hadir dan meminta 
penundaan sidang pukul 12.00, ya, tetapi kebetulan Pemohon juga 
meminta penundaan sidang untuk menghadirkan ahli. Sehingga untuk … 
ya, berikutnya nanti Mendengar Keterangan DPR. Silakan, siapa yang 
hadir, Kuasa Presiden? 
 

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri 
Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Didik 
Harianto dari Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, Ibu 
Tio Serepina Siahaan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian 
Keuangan. Kemudian, Bapak Putut Harisatyaka (Direktur Dana 
Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan). Kemudian yang terakhir, Bapak Jaka dari Direktorat 
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang 
Mulia. 
  

5. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, baik. Ya oleh karena DPR berhalangan dan sesuai dengan 
Surat Permohonan dari Pemohon untuk menunda persidangan. Oleh 
karena itu, sidang tidak bisa kita lanjutkan untuk siang ini, dan ditunda 
hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, jam 11.00 WIB, dengan acara 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon, ya. Sudah jelas, ya? 
Kuasa Presiden, sudah jelas?  

Baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Kuasa 
Presiden, cukup? Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 

 
 
 

 
 
Jakarta, 12 Maret 2018 
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis 
Persidangan, 
 
 
t.t.d. 
 
 

 Yohana Citra Permatasari     
 NIP. 19820529 200604 2 004 
 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB 
 

KETUK PALU 3X 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 
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